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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 090 /IV.08/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

0

TAHUN 2005 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah tahun 2005 di Daerah, perlu konsclidasi dan
persiapan Aparatur Pemerintah Daerah beserta Instans terkait secara
terpadu dan terkocrdinir pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah,

bahwa untuk mencernmat dan mengamali proses penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Provinsi Lampung, periu
membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung secara
terpadu dan terkcordinir pada setiap tahapan Penyelencgaraan
Pemilihan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan huruf @ dan b diatas. maka pembentukan Bask
Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 Provinsi Lampuna periu
ditztapkan dengan Keputusan Gubermur Lampung;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Provinsi Daerah Tingkat | Lampung,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 lentang Partai Politik,

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daeraly;

Undang-Undang Nomor 22 Tahunm 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Musyawarah Perwakilan Rakyat, Dswan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampuna Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Talz Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Lampung.

Peraturan Pemerintah Nomor & tahun 2005 tentang Pemilihan
Pengesahan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Pedoman Bagi Pemerintah Daeran Dalam Pelaksanaan Pamilihan
Kepala Daerah dan \Wakil Kepala Daerah:

- Radiogram Menteri Dalam Negen MNomor : 081/429/S) tentann

Pembentukan Desk Pilkada
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KELIMA

MEMUTUSKARN

Membintuk Desk Pemilihan Kepala Daesrah Tahun 2005 di  FProvinsi
Lampung dengan susunan personaiia sebagaimana tercantum dalam
lampiran | dan |l Keputusan int.

Desk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Daerah sebagaimana
dimaksud diktum Pertama bertugas sebagal berikut :

a. Memantau kelancaran pelaksan2an kegialan p=da sefiap tahapan
Pilkada;

b. Memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan
langkah yang diperiukan:

c. Memberi dukungan fasililasi kepada penyelengaara Pilkada sesuai
kebutuhan;

d. Menyusun langkah-langkah anlisipatif dan kebijakan yang responsive

terhadap situasi sosial politik dan ketenteraman, ketertiban dan

keamanan yang berkembang d! Daerahh, menjelang selama dan

pasca Piikada;

Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan

Pilkada serta upaya penyadaran kepada warga masyarakat untuk

berperan serta secara aktif dan proporsional atas hak-hak politik

warga,

f. Melaksanakan advokasi mengenai penyelesaian sengketa,
pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam
penyelenggaraan Pilkada.

Untuk membaniu Personalia Desk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005
di Daerah, diangkat Staf Sekrelariat dengan tugas sebagai  berkut :

a. Mempersiapkan perangkat administrasi Desk Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2005 Provinsi Lampung;

b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilinan Kepala
Daerah Tahun 2005 di Provinsi Lampung;

c. Menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan
ke Menteri Dalam Negeri.

Biaya yang dikeluarkan sebagal akibat dielapkan Keputusan in
dibebankan kepada Anggaran baniuan Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2005.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian han ternyata terdapat kekehiroan dalam keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
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GUBERNUR LAMPUNG,
dto
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Dirjen Kesbang Depdagri di Jakarta.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

4.  Himpunan Keputusan.



